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hikmat dan didikan” 
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Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan pembentuk dan 

pelaksana Undang-Undang tetap sejalan dengan Konstitusi. Kewajiban yang besar ini 

diakomodir dengan kekuatan yang besar pula, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi 

bersifat final dan mengikat (final and binding). Sehingga dalam pelaksanaan 

kewajibannya, Mahkamah Konstitusi dibantu dengan asas “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Prinsip - prinsip apa yang 

digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan pengambilan putusan 2) 

Untuk mengetahui apakah ada mekanisme terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

yang terbukti pelanggaran Kode Etik 

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui 

hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini 

adalah pendekatan perundang-perundangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (Conceptual Approach). 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang 

mempertemukan berbagai kepentingan bertujuan untuk mengupayakan agar 

konstitusi tetap berjalan diusahakan melalui beberapa prinsip kode etik yang 

dilandasi oleh prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mendorong hakim 

berperan sebagai pihak yang netral dan tidak diskriminatif antara dua 

kepentingan atau lebih dengan bersikap independen atas berbagai pengaruh 

yang berasal dari luar. Sikap dan tindakan hakim yang mengutamakan kejujuran 

dan keadilan yang menjadi perwujudan Keadilan kepada Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Dengan pribadi hakim yang dilandasi oleh nilai “KETUHANAN”, ia akan 
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jauh dari segala perbuatan yang tidak bermoral dalam proses perumusan 

putusan sehingga membuat sebuah putusan Mahkamah Konstitusi cacat moral. 

2) Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat moral tetap mempunyai 

kekuatan hukum final dan mengikat. Putusan tersebut seyogyanya tidak layak 

dipertahankan oleh karena bertentangan dengan irah-irah “KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagai landasan 

pembentukan putusan tersebut. Irah-irah putusan tersebut juga berlaku sebagai 

nilai sosiologis yang berlaku secara turun temurun di masyarakat Indonesia. 

Nilai Ketuhanan menjadi dasar moralitas bagi masyarakat dalam bertingkah 

laku dan bertindak di kehidupan sehari-hari. Fakta tersebut kemudian 

diterapkan ke dalam segi yuridis yang berupa Pancasila yang dipimpin oleh 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut, putusan Mahkamah 

Konstitusi yang cacat moral telah bertentangan dengan UUD 1945 yang 

didasari oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. S, dari segi filosofis putusan 

Mahkamah Konsitusi yang cacat moral tidak layak dipertahankan karena 

bertentangan dengan nilai fundamental yang akan berimplikasi buruk kepada 

banyak aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kepastian 

hukum, polarisasi yang semakin menjadi-jadi, atau bahkan perlambatan 

ekonomi yang makin membuat rakyat Indonesia semakin tidak Sejahtera. 
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ABSTRAK 

 

Upaya terhadap mekanisme perbaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menderai 

moralitas Ketuhanan menjadi topik yang cukup menarik untuk diteliti, karena putusan 

Mahkamah Konstitusi berlaku final dan mengikat (final and binding) sehingga tidak 

ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah maupun membatalkan 

putusan tersebut. Namun putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung kecacatan 

moral bertentangan dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang menjadi landasan bagaimana putusan 

tersebut seharusnya dibuat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, 

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Teknik analisis menggunakan Teknik pengumpulan bahan melalui studi 

kepustakaa. Berdasarkan penelitian ini berkesimpulan yaitu 1) Diperlukan sistem 

perekrutan hakim Konstitusi yang ketat untuk meminimalisir hakim yang tidak 

berkompeten dan tidak mendasarkan hatinya kepada “KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” Serta penjelasan tentang bagaimana nilai 

“KETUHANAN” seharusnya dijalankan, sehingga meniadakan adanya lebih dari satu 

interpretasi terhadap nilai “KETUHANAN” dan ketidakpastian hukum. 2) Seyogyanya 

diperlukan mekanisme Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

yang melanggar kode etik sehingga mengandung cacat moral karena putusan tersebut 

didasarkan oleh nilai “KETUHANAN”, sehingga pertanggungjawaban moral putusan 

tersebut adalah kepada TUHAN, dan pertanggungjawaban demikian harus 

dilaksanakan dengan implementasi perwujudan nilai Ketuhanan yang sempurna. 

Sehingga walaupun hanya terdapat sedikit pelanggaran kode etik yang dilakukan 

Hakim Konstitusi, putusan tersebut tetap harus melalui mekanisme Perbaikan oleh 

karena pertanggungjawaban moral kepada “TUHAN”. 

Kata Kunci : Ketuhanan, Mahkamah Konstitusi, Kode Etik Hakim MK 
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